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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Majelis Hakim 
dalam Menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan disparitas putusan dalam 
tindak pidana Narkotika dan untuk mengetahui langkah-langkah yang dapat 
ditempuh untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana dalam perkara narkotika 
di PN Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis 
Empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan 
dan wawancara  kemudian menganalisis putusan penngadilan PN Sukoharjo yang 
berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Disparitas Putusan Narkoba. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa: 1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan pidana narkotika dengan dasar pertimbangan yuridis dan pertimbangan 
non yuridis. 2. Langkah-langkah mengurangi terjadinya disparitas pidana perkara 
narkotika dilakukan upaya ekstern dan internt. 
 
Kata kunci: Disparitas, Narkoba, Putusan Pengadilan Negeri 
   
ABSTRACT 
This study aims to determine the Basic Consideration of the Panel Judges in 
Rendering a criminal decision which leads to disparity of decision in Narcotics 
crime and to know the steps that can be taken to reduce the occurrence of criminal 
disparity in narcotics cases in State Court Sukoharjo. This research uses Juridical 
Empirical approach method. Technique of collecting data in this research is 
literature study and interview then analyze decision of State Court Sukoharjo 
court relating to Judicial Review of Disparity of Decision of Drug. The results of 
this study indicate that: 1. The basis of judges' consideration in passing criminal 
narcotic decision on the basis of juridical consideration and non juridical 
consideration. 2. Measures to reduce the occurrence of criminal disparity narcotics 
cases conducted external and internal efforts. 
Keywords: Disparity, Drugs, State Court Verdict. 
 
1. PENDAHULUAN  
Dewasa ini kita memasuki era globalisasi, jaman sekarang ini tentu 
saja membawa dampak terhadap perkembangan majunya berbagai bidang 
kehidupan masyarakat, baik itu membawa dampak positif maupun dampak 
negatif terhadap masyarakat luas. Dampak negatif dari kemajuan teknologi 
terlihat dari pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Dan tidak dipungkiri pengaruh budaya asing membuat 




Berdasarkan hasil penelitian amrani di tahun 2015 menyebutkan 
“bahwa terdapat lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia yang menggunakan 
obat-obataan terlarang yang berakibat 250 ribu kematian per tahun. Kasus 
yang berkaitan dengan obat-obatan terlarang tersebut mencakup kepemilikan, 
penggunaan atau pemakaian, perdagangan dan pengedaran. Kasus-kasus 
seperti itu sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara 
karena dapat merusak mental generasi muda.”1 
Efek yang ditimbulkan kejahatan narkotika semakin meningkat baik 
terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa. Apabila tidak segera 
diantisipasi maka akan mengakibatkan kehancuran bangsa. Adapun peran 
hukum dalam mengatasi kejahatan narkotika tersebut tebantu dengan 
dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 
tentang Narkotika. 
Disparitas pidana ialah “perbedaan antara vonis yang dijatuhkan 
dengan bunyi peraturan perundangan-undangan, yang disebabkan oleh alasan 
yuridis maupun ekstra yuridis. Disparitas pidana (disparity of senlencing) 
adalah penerapan pidana yang tidak sama atau tidak seimbang oleh hakim 
terhadap tindak pidana yang sama (same offence) atau terhadap tindak-tindak 
pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran 
yang sah.”2 
Kebebasan Hakim dalam memilih jangka waktu tersebut memang 
tidak ada batasannya, tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa “hakim bebas 
secara mutlak dan menuruti kehendaknya sendiri yang bersifat subjektif. 
Kebebasan hakim ini harus disertai pertimbangan-pertimbangan yang bersifat 
obyektif. Misalnya, akibat negatif yang timbul dari perbuatan yang dilakukan, 
kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut, sifat seriusnya suatu 
kejahatan, kepribadian si pelaku dan sebagainya. Dengan demikian, kebebasan 
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hakim bukan merupakan kebebasan guna melakukan kesewenangan dalam 
memutus perkara.”3 
Berdasarkan uraian di atas, begitu pentingnya perlindungan hukum dan 
keadilan bagi para terdakwa, sehingga terciptanya hukum yang berkeadilan 
dan bersih, serta terjadi kesenjangan yang dapat merusak citra para hakim.  
 
2. METODE  
Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 
yuridis empiris, dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang 
digunakan adalah data primer yaitu wawancara terhadap narasumber, dan data 
sekunder yaitu buku-buku, karya ilmiah, Undang-Undang Nomor 35 tahun 
2009 tentang narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam 
penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan study kepustakaan, untuk mencari dan menginventarisasi serta 
menganalisis bahan-bahan yang berupa perundang-undangan, doktrin-doktrin, 
maupun makalah yang berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji. dan 
wawancara untuk mengumpulkan data primer, yang dilakukan dengan cara 
melakukan wawancara secara bebas terpimpin, dengan berbagai pihak yang 
dipandang memahami objek yang diteliti. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau 
pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi 
mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran adanya 
pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan 
bukan “quia peccatum est” (karena orang membuat  kejahatan) melainkan “ne 
peccetur” (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Putusan hakim yang 
dijatuhkan kadang dapat dirasakan adil dan diterima masyarakat namun 
terkadang juga menimbulkan kontroversi. Putusan yang mengundang reaksi 
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atau kontroversi biasanya karena terdapatnya sendi-sendi putusan hakim yang 
belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Memang untuk memperoleh 
putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan masyarakat itu sangat relative. 
Hanya hakim yang mempunyai idealisme, panggilan hati nurani hakim 
mampu memproduksi suatu putusan yang berkualitas. Dasar pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku. Dengan adanya 
disparitas dalam penjatuhan pidana tersebut sehingga menjadikan tindak 
pidana tersebut menjadi perhatian masyarakat maka penulis sangat tertarik 
untuk mengadakan penelitian terhadap kasus tindak pidana tersebut, dengan 
mengkhususkan pada adanya disparitas pidana yang terjadi pada putusan 
hukuman terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut. 
Menurut keterangan Joko Widodo yang menjadi dasar pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di 
Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah dengan dasar pertimbangan yuridis dan 
pertimbangan non yuridis serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan 
terdakwa. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim 
yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan 
oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam 
putusan.  
Putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa sangatlah 
penting karena berpengaruh terhadap masa depan seseorang. Dalam 
memberikan hukuman hakim mempertimbangkan peristiwa-peristiwa yang 
berkembang dalam persidangan. Sehingga ada putusan-putusan pidana yang 
berbeda dengan dasar dakwaan dan sifat berbahayanya dapat diperbandingkan. 
Dengan sangat pentingnya suatu putusan pidana karena menyangkut masa 
depan seseorang, “bekerjanya Sistem Peradilan Pidana memiliki potensi 
terdapatnya salah satu sub sistem bisa terganggu sehingga mengganggu sub 
sistem lainnya. Contoh jika JPU melakukan tugasnya tidak profesional atau 
melakukan pelanggaran hukum misalnya mempengaruhi hakim dengan segala 
konsekuensi tawar-menawar perkara, maka produk putusan hakim yang akan 
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mengadili perkara bisa menimbulkan disparitas pidana,”4  dengan adanya 
disparitas itu akan menjadi polemik dalam masyarakat. “Dakwaan dan 
tuntutan JPU bisa berpotensi menimbulkan putusan hakim yang mengandung 
disparitas pidana, maka yang seharusnya diperlukan bagi para jaksa pada 
umumnya dan para JPU pada khususnya mengenai perkara pidana, harus 
menyatukan persepsinya dengan mendasarkan filosofi pemidanaan untuk 
melihat manfaat ke depan (forward looking). Hal itu juga menjadi harapan 
bagi para hakim pengadilan untuk menyatukan persepsinya dalam satu 
persepsi tujuan yang sama dengan menganut filosofi pemidanaan utilitarian 
yang berorientasi memperhatikan manfaat ke depan dari dijatuhkannya 
pidana.”5  
Berdasarkan hasil wawancara yang dikatakan oleh Joko Widodo 
bahwa disparitas pidana itu tidak ada, sebab disparitas merupakan sesuatu 
yang wajar dalam dunia pemidanaan karena dengan adanya perbedaan 
hukuman, dengan mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan dapat 
menunjukkan rasa keadilan dalam masyarakat. Yang menjadi persoalan adalah 
apabila perbedaan hukuman itu terlalu mencolok dan menimbulkan rasa 
ketidakadilan bagi terdakwa maupun masyarakat, sehingga dapat menurunkan 
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. 
Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengurangi disparitas dilakukan 
upaya sebagai berikut:  
1) Melakukan koordinasi antara hakim yang satu dengan yang lain, yang 
dilakukan secara informal sebatas saling tukar pandangan atau pendapat. 
Hal ini dilakukan secara informal mengingat karena pada dasarnya antara 
hakim yang satu dengan yang lain tidak boleh saling mempengaruhi. Dan 
hal ini dipegang teguh oleh para hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo, 
yang mana setiap perkara yang sudah diserahkan oleh Ketua kepada 
mereka adalah menjadi tanggung jawab mereka secara penuh dan berhak 
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memutus sesuai kompetensi yang mereka miliki secara independent tanpa 
ada pengaruh dari hakim manapun. 
2) Para hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pernah membuat semacam 
pedoman pemidanaan yang dilakukan dengan cara merata-ratakan pidana 
maksimal dengan pidana minimal, yang kemudian menjadikan hasil rata-
rata tersebut sebagai pedoman pemidanaan. Namun sampai saat ini hal 
tersebut tidak efektif dilaksanakan oleh para hakim. Karena bagi para 
hakim pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan dalam menangani 
suatu perkara pidana sangat relative hasilnya. Sehingga dengan perkara 
yang berbeda (perkara  berbeda di sini maksudnya mencakup “locus” dan 
“tempus delicate” yang berbeda serta pelaku yang berbeda) dan Majelis 
Hakim yang berbeda akan sangat sulit menghasilkan putusan yang sama 
meskipun dibuat pedoman yang sedemikian rupa. 
3) Memanfaatkan Yurisprudensi, yang mana yurisprudensi sebagai salah satu 
sumber hukum tetap dimanfaatkan namun tidak terlalu menjadi patokan 
bagi hakim, karena bagi hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo 
yurisprudensi cukup sebagai wacana menambah pengetahuan Hakim. 
Alasan mengapa para hakim tidak terlalu berpatokan pada yurisprudensi 
disebabkan oleh alasan yang serupa dengan alasan mengapa hakim tidak 
menggunakan pedoman pemidanaan seperti yang terurai di atas 
4) Membaca Literatur, hal ini selalu dilakukan oleh para hakim agar tidak 
ketinggalan dengan perkembangan yang terjadi dalam dunia pemidanaan 
yang dinamis. Karena seperti yang kita ketahui bahwa literature-literatur 
yang ada biasanya adalah hasil karya para ahlli-ahli dibidang hukum yang 
patut menjadi landasan ataupun sekedar masukan bagi hakim. Sehingga 
melalui pembacaan literature akan diperoleh ilmu ataupun masukan yang 
berkaitan dengan profesi hakim yang tentunya akan sangat berguna bagi 
peningkatan kinerja hakim. 
5) Menambah pengetahuan melalui informasi yang disampaikan oleh media 
massa baik cetak maupun elektronik. Karena melalui media inilah apa 
yang menjadi isu dalam masyarakat yang berkaitan dengan dunia peradilan 
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dapat diketahui. Apa yang diinginkan dan tidak diinginkan oleh 
masyarakat, permasalahan apa saja yang muncul dalam masyarakat, 
respon-respon masyarakat terhadap dunia peradilan hampir seluruhnya 
dapat diperoleh melalui media massa. Kemudian dengan pengetahuan-
pengetahuan tersebut akan menjadi bahan atau referensi tersendiri bagi 
hakim dalam melaksanakan tugasnya. 
Disparitas pidana dapat diminimalisir dengan cara paling efektif adalah 
membuat pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) di Indonesia. Karena 
dengan adanya pedoman pemidanaan itu dapat mengontrol kebebasan 
pengadilan dan diskresi hakim di Indonesia. Prinsip kebebasan pengadilan dan 
diskresi hakim di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman tidak bisa diukur dan tidak bisa menimbulkan 
kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Oleh sebab itu harus ada  suatu 
pedoman baku dalam penjatuhan pidana kewenangan kebebasan pengadilan 
dan deskresi hakim di Indonesia dapat dikontrol.  
 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan 
oleh Penulis pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1) Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana 
yang Menimbulkan Disparitas Pidana dalam Perkara Tindak Pidana 
Narkoba  di Pengadilan Negeri Sukoharjo 
Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana 
terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Sukoharjo 
adalah dengan dasar pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis 
serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.  
Dari hasil penelitian penulis terhadap putusan Pengadilan Negeri 
Sukoharjo, ada beberapa pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu: 
Akibat perbuatan terdakwa, Kondisi diri terdakwa, dan Jenis perkara. 
Kondisi diri terdakwa dapat dilihat dari keadaan fisik atau psikis  
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Kondisi diri terdakwa dapat dilihat dari keadaan fisik maupun 
psikis terdakwa dan keadaan status sosial terdakwa itu sendiri. Adapun 
keadaan fisik meliputi usia, tingkat kedewasaan dan keadaan psikis dapat 
dilihat dari keadaan kondisi kejiwaan pelaku. Sementara keadaan status 
sosial dapat dilihat dari kondisi keadaan ekonomi pelaku. Dilihat dari 
kasus perkara pada putusan PN Sukoharjo pertimbangan kondisi  diri 
terdakwa dilihat berdasarkan keadaan fisik, psikis, dan ekonomi terdakwa. 
Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan pidana. 
Fisik: usia diatas 30 tahun 
Psikis: mendapat keringanan karena dengan kedewasaan (dilihat dari usia) 
mereka bertanggung jawab atas kesalahannya. 
Kondisi ekonomi: salah satu kasus menyatakan terdakwa menjadi . tulang 
punggung keluarga. Dan dari mereka bekerja sebagai swasta. 
2) Langkah-langkah yang Ditempuh untuk Mengurangi Terjadinya 
Disparitas Pidana dalam Perkara Narkotika di Pengadilan Negeri 
Sukoharjo 
Dalam upaya meminimalisir disparitas pidana yang terlalu 
mencolok tersebut perlu dilakukan upaya eksteren dan interen diantaranya 
sebagai berikut: 
a) Melakukan pembinaan terhadap hakim-hakim muda agar dalam 
menangani suatu kasus dapat bersikap netral, memiliki wawasan yang 
luas dan memiliki rasa tanggungjawab terhadap keadilan dalam 
masyarakat. 
b) Melakukan pemberitahuan kepada masyarakat melalui media massa 
mengenai proses peradilan terhadap perkara tindak pidana yang 
mendapat perhatian yang lebih dari masyarakat. 
c) Dengan menimbang terlebih dahulu putusan dengan putusan yang 
sudah pernah diputus dengan perkara yang sama. 
d) Mengoptimalkan musyawarah diantara anggota hakim majelis utnuk 
memperoleh putusan yang adil bagi terdakwa dan masyarakat. 
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4.2  Saran  
1) Faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana yang begitu 
kompleks dikhawatirkan dapat menimbulkan hal negatif, maka untuk 
meminimalisir dampak negatif dari terjadinya disparitas pidana perlu 
kiranya suatu peraturan atau ketentuan-ketentuan yang dapat menjadi 
pedoman hakim dalam pemberian putusan pidana kepada terdakwa. 
2) Memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat sebab 
terjadinya disparitas pidana, untuk memberikan pengetahuan 
masyarakat mengenai proses peradilan dan hukum itu sendiri. 
3) Selama perbedaan hukuman tersebut tidak terlalu mencolok disparitas 
merupakan hal yang wajar, maka hal tersebut tidaklah perlu 
ditinggalkan, karena dengan peristiwa-peristiwa hukum antara kasus 
yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda, maka hal tersebut dapat 
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